BUPATI JEPARA

PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 2.8 TAHUN 2008

TENTANG

PENYEDIAAN DANA UNTUK MEMBIAYAI BELANJA YANG BERSIFAT MENGIKAT
DAN BELANJA YANG BERSIFAT WAJEB BAGI SATUAN KERJA

Men.mbang

Mengngat

PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008

BUPAT| JEPARA,

a8, bahwa untuk menunjang kelancaran pelakasnaan Pemenntahan

d Daerah sebelum ditetapkannya APBD tahun anggeran 2008
perli memberikan Pedoman Penyediaan Dana untuk membi ayai
kegiatan dimaksud.

b. bahwa sesua pasal 132 Peraturan Menten Dalam Negen

Nomaor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah yang disempumakan dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 58 Tahun 2007 disebulkan setiap pengeluaran
Kas yang mengakibatkan heban APBD tdak dapat o lakukan
sebeum Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
dietapkan dan dtempatkan dalam Lembaran Daerah kecual

untuk Belana yang bersfat mengkat dan Belanja yang
bersifat Wajib.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagamana dmaksud pada

* hwruf & dan haruf b periu menetapkan Peraturan Bupah tentang

Penyediaan Dana untuk membiayai Belana yang bersifal
mengikat dan Belanja yang bersiat Wajb bagr Satuan Kerja
Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2008

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1350 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah:

2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1998 tentang Penyelenggara

Negara yang Bersh dan Bebas dan Korupsi Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1899
Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesta
Nomor 3851);

3Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tertang Keuangan

Negara (Lembsran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 45 Tambahan Lembaran Negara Republk hdonesia
Nomor 4286),

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomoer 4355);



5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pemberiukan
Peraturan Perundang-Undangan {Lembaran Negera Republi
indonesia Tatun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negaa
Republik ndonasia Nomor 4389);

8 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negata Republik Indonesia Nomor 4400):

7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tertang Pamenntahan
Daerah (Lembaran Negara Repubiik lndonesia Tahun 2004
Nomor 125. Tambahan Lembaran Negara Republk Indonesia
Nomor 4437). ssbagaimana telsh diubsh dengsn Undang
Undang Nomor 8 Tahun 2005 temtang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005
tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
lentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik ihdonesia Tahun 2005 Nomor 108,
Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4548);

8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintsh Pusat dan Pemerintah Caerah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4438);

9 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang
Kadudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggcta
Dewan Perwakigan Rakyat Dasersh (Lembaran Negam
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Republik doos_sia Nomor 4418),
sebagaimana teish diubah dengan Peraturan Permerntan
Nomar 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas
Peraturan FPemernintah Nomor 24 Tahun 2004 tertang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilanh Rakyat Daerah (Lembaran Negam Republk
indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republk indonesia Nomor 4712}

10.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemenntah {Lembaran Negara Republik indoneswa
Tahun 2005 Nomor 48, Tammbahan Lembaran Negars Republik
Indonesia Nomor 4503),

11Peraturan Pemeintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang [ana
Perimbangan (Lambaran Negara Republik hdonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republk
indonesia Nomor 4575);

12 Paraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuvangan Daersh (Lembaran Negara Repubiik
ndonesia Tahun 2005 Momor 140, Tambahan Lembaran
Negara Repubiik indonesia Nomor 4578);

13 Peraturan Pemerintah Nomor B Tahun 2005 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25. Tambahan
Lembaran Negara Republ k hdonesia Nomor 4614);



14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan Keuangan  Daerah,
sebagaimana felah diubah dengan Peraturan Menten Dalam
Negari Nomor 58 Tahun 2007 Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

15.Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006
tentang Pokok-Pokok Pengeiolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daersh Kabupaten Jepara Tehun 2006 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomar 3).

MEMUTUSKAN !

Manatapkan . PERATURAN BUPATI TENTANG PENYEDIAAN DANA UNTUK
MEMBIAYAI BELANJA YANG BERSIFAT MENGIKAT DAN
BELANJA YANG BERSIFAT WAJIB BAGI SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupatt inl yang dimaksud dengan :

1. Belana yang bersitat mengkat adalah Belanjs yang dibutuhkan secera terus
menerus yang dialokasikan oleh Pemenrtah Daerah untuk membiayai keperiuan
sefiap bulan daglam tahun anggaran yang bersangkutan seperti - Belanja Pegawai,
Belanja Barang dan Jasa.

2. Belanja yang bersifat Wajib adalah Belanja untuk tenamirnya kelangsungan
Pemenntahan Pelayanan Dasar Masyarakat sepert Pendidikan, Kesehatan atau
melaksanakan kewsjban kepada phak ke tiga.

Pasal 2

Penyediaan Dana untuk membiayai kegiatan sebagamana dimaksud dalam pasal 1
paing tingg sebesa sau per dua belas dar angka APED tahun anggaran 2007 dan
atau seswai dengan kebutuhan setiap bulan dalam tahun anggaran 2008.

Pasal 3

Besamya Dana yang dapat diajukan untuk Belanja yang bersifat Wajib menyesuaikan
kebutuhan dan atay menyesuaikan jumiah anggaran yang telah menjad kesepakatan
dengan pihak ketiga dan atau sesua dengan Kontrak Kefja.

Pasal 4

Rincian penyed.aan Belanja yang bersifat mengikat dan bersfal Wajib sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan darn Peraturan
Bupati inh.



Pasal 5
Paraturan Bupali ini berlaku pada tanggal d letapkan,

Aga setiap orang dapat mengetahuinya, memenntahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Dasrah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 29 Desember 2007.

BUPATI JEPA
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HENDRO MARTOJO

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 29 Deseambir icn7
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P - LAMPIRAN PERATURAN BUPATI JEPARA
Nomor : &% Talwna Leo}
Tanggal: &8 D48 e e 200f

RINCIAN PENYEDIAAN BELANJA YANG BERSIFAT MENGIKAT
DAN BELANJA YANG BERSIFAT WAJIB

e ——

I. Belanja Tidak Langsung, yandg meliputi:
1. Belanja Pegawal.

1.5. Gai dan Tunjangan,

1.1.1. Gaj Pokok PNS fUang Representasi.
1.1.2. Tunjangan Keluarga.

1.1.3. Tunjangan Jabatan.

1.1.4. Tunjangan Fungsional.

1.1.5. Tunjangan Fungsional Umum,
1.1.6. Tunjangan Beras.

1.1.7. Tunjangan PPh /Tunjangan Khusus.
1.1.8. Pembulatan Gaji.

1.1.9. luran Asuransi Kesehatan
1.1.10.Vang Paket.

1.1.11.Tunjangan Panitia Musyawarah,
1.1.12. Tunjangan Komisi,
1.1.13.Tunjangan fanitia Anggaran,
1.1.14.Tunjangan Badan Kehormatan.
1.1.15. Tunjangan Ala Kelengkapan Lainmya.
1.1.16. Tunjangan Perumahan,
1.1.17.Uang Duka Wafat /Tewas.
1.1.18.Uang Jasa Pengabdian,

1.2, Tambaban Penghasilan PNS.

1.2.1. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja

1.2.2. Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas.
1.2.3. Tambahan Penghasilan berdasarkan kondsi kerja.
1.2.4. Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi
1.2.5. Tambahan Penghasiian berdasarkan prestasi kerja

1.3 Belarya Penerimaan Lainrya Pimpinan dan Anggota DPRD serla
KDH /WKDH.

1.3.1. Belanja Perunjang Operasional Pimpinan DPRD.

1.3.2. Bednja Penunjang Komunikasi Insentif Pimpinan  dan
Anggota DPRD.

1.3.3. Belanja Penunjang Operasional KDH /WKDH.

II. Belanja Langsung, yang meliputi:
1. Belanja Pegawai.
1.1 Honorarium non PNS /Tenaga Kontrak.
1.1.1. Honorariurm Tenaga Ahl /Instruktur /Narasumber.
1.1.2. Honorarium Pegawai Honorer /Tidak Tetap.
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2 Belanja Barang & Jasa,

1.1 Beiarys 8shan Pkai Habes.

1.2,

1.3

i4.

15,

15,

1.1.1.
11.2.
1.1.3.

1.1.4.
1.1.5.
1.1.6,
1.1.7.
1.1.8,

Belanja Alat Tulis Kantor.

Betanja Dokumen fAdministrasi Tender.

Belanfa Alat Listrk dan [Elektronik (Lampu pijar, Batrery
kering).

Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya.

Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan pembersih.

Belanja Bahan Bakar Minyak /Gas.

Belanta Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran.
Belanja Pakai Komputer,

Belanfa Bahan /Matenisl,

1.2.1.
1.2.2,

Belanjo Bahan Makanan Rumah Sokit /Puskesmas RT
Kepala Daerah.

Belanja Keperiuan Dapur Rumah Sekit /Puskesmas RT

Kepala Daerah,

Belayja Jasa Kartor.

1.3.1.

Belanja Telepon

1.3.2. Belanja Air.
1.3.3. Belanja Listrik.

Belanja Makanan dan Minuman.

1.4.1.
1.4.2.

Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawal
Belanja Makanan dan Minuman Rapat.

Belava Perjalanan Dinas.

1'5!1!
1.5.2.
1.5.3.

Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah.
Belania Perjalanan Dinas luar Daerah.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Neger

Belanja Tidé Terduga
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